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PALU, MERCUSUAR - Gubernur
Sulteng, Longki Djanggola mene-
gaskan akan menelusuri dugaan
perubahan anggaran dalam APBD

Perubahan 2011. Perubahan terse-but
. diduga dilakukan secara sepihak
oleh oknum tertentu di Biro
Keuangan Setdaprov Sulteng,
sebagaimana disangkakan
beberapa anggota DPRD

Provinsi (Deprov)

Sulteng.

“Saya akan telusuri,
karena itu butuh pem-
buktian,” ujar Longki,
usai mengikuti pari
purna Deprov soal
RPJMD, Senin (3/10).

Meski akan mela-
' kukan penelusuran,
Longki meyakini apa-

/Gubernur Janji Telusuri
Perubahan Anggaran

melakukan perubahan anggaran tanpa
sepengetahuan dan persetujuan rapat di
Badan Anggaran Deprov.

“Mekanisme pembahasan angga-ran di sini
(DPRD. Red). Kami tidak bisa mengintervensi
kalau ada perubahan dalam pembahasan itu:
Eksekutif tidak bisa merubah sendiri. Kita
ajukan dan dibahas bersama,” kata Longki.

Atas perubahan beberapa item anggaran
lanjut Longki, Ketua Deprov Aminuddin
Ponukk telah menjawab pertanyaan anggota
Deprov. Menurut Aminuddin, peru-bahan itu
diketahui Deprov dan diputuskan dalam
rapat.

“Tadi kita semua kan dengar, Prof
Aminuddin Ponulele katakan diputuskan
dalam rapat dan sebagian anggota tidak hadir"
ujarnya.

Sebelumnya dalim rapat pari purna RPJMD,
anggota Komisi IV Deprov Amrullah

Baca GUBERNUR di hal. 11

- GUBERNUR ..

Almahdali, sempat interupsi dan
menyampaikan du-gaan adanya
mafia anggaran sebagaimana kasus
yang melilit DPR RI. Hal itu diindi-
kasikan adanya perubahan APBD
yang tidak diketahui seluruh anggota
“DeproV 'dan hanya diputiskan
beberapa oknum anggota saja.

Amrullah juga secara tegas me-
nyebut nama Eda, pegawai di Biro
Keuangan turut bermain. “Ini banyak
anggaran berubah secara sepihak
dan tak melibatkan komisi. Siapa itu
Eda yang disebelah (kantor Guber-
nur.Red) yang merubah,” ungkapnya.

Amrullah minta Gubernur Longki
Djanggola bersikap tegas atas
permasalahan tersebut.

Beberapa waktu sebelumnya,
anggota Komisi IV lainnya, Ramii Isa
Kukuh juga menyuarakan hal yang
sama. Pemprov Sulteng dianggap
inkonsisten terhadap pelaksanaan
APBD perubahan 2011 karena me-
ngubah alokasi anggaran secara
sepihak tanpa persetujuan DPRD,
padahal APBD tersebut telah
ditetapkan. “lya, pemerintah daerah
inkonsisten. Masa' APBD yang sudah
disahkan diubah lagi. Padahal kita
sudah konsultasi ke Kementerian
Dalam Negeri, dari kementerian
sendiri tidak ada yang diubah, kenapa
sampai di sini justru diubah kembali,”
kata anggota Komisi IV DPRD
Provinsi (Deprov) Sulteng dr Ramli
Isa Kukuh, Rabu (28/9).

Ramli menyontohkan alokasi
anggaran untuk Rumah Sakit Umum

;?" ratnya tidak mungkin

Ditengarai Ada Udang di Balik Batu

Daerah Undata Palu yang sebelum-
nya telah dialokasikan sebesar Rp8
mifiar diubah kembali oleh eksekutif
menjadi Rp1 miliar.

Hal itu terungkap setelah instansi
yang bersangkutan mempertanyakan

ke angga‘la"'bﬁRD_ instansi

bersangkutan curiga jika perubahan
itu atas keinginan DPRD.

Menurut Ramli, hal ini patut
dipertanyakan, kenapa pemerintah
daerah berani melanggar keputusan
Deprov tersebut apalagi ini menyang-
kutanggaran daerah. “Jangan-jangan
ada udang di balik batu,” kata anggota
Badan Anggaran itu.

Diamengatakan, keputusan peme-
rintah daerah itu bisa berdampak
buruk pada pelayanan rumah sakit.
Undata Palu terutama membiayai
bahan habis pakai, jasa dokter, jasa
perawat, obat-obatan, makanan
pasien dar: biaya operasional lainnya.

“Jangan heran kalau di Undata itu
setiap tahun ada masalah. Ternyata
ini salah satu dampak dari kebijakan
anggaran yang selalu diubah tanpa
persetujuan dewan,” kata Ramli.

Dia mengatakan, jika pemerintah
daerah berkeinginan mengubah
anggaran tersebut karena sesuatu
dan lain hal yang sifatnya mendesak
untuk dibiayai sebaiknya berkon-
sultasi kemhali ke Deprov. “Jangan
mengambil keputusan sepihak,”
katanya.

Dia mengatakan bahwa
perubahan APBD tersebut tidak
saja terjadi di RSUD Undata tetapi

... Dari hal. 1

juga di instansi lain.

Ramli mengatakan, dirinya
mendapat laporan bahwa anggota
Komisi | juga mengeluh karena
anggaran dari mitra Komisi | juga
(diubah setelah penetapan.

Sementara itu Ketua Komisi IV
Basri Sono mengatakan kasus
diubahnya APBD oleh eksekutif
tersebut bukan saja baru kali ini
terjadi, beberapa tahun sebelumnya
juga pernah terjadi.

Basri Sono khawatir dengan
dipotongnya anggaran untuk RSUD
Undata tersebut bisa berdampak pada
pelayaiian di rumah sakit tersebut.

Tahun lalu kata Basri Sono,
manajemen RSUD Undata pernah
mengadu ke DPRD karena terjadi
kekurangan pembiayaan operasional
di instansi tersebut. Akibatnya, kata .
dia, persediaan obat terbatas se-
hingga pasien diminta membe!i
langsung obat di luar rumah sakjt
untuk pasien yang bersangkutan.

Anggota Badan Anggaran DPRD
Mustar Labolo mengatakan,
perubahan APBD yang dilakukan
sepihak oleh eksekutif merupakan
pelanggaran atas keputusan DPRD.

Mestinya kata Mustar, jika eksekutif
ingin mengubah anggaran harus
sepengetahuan dengan Deprov.

“Tentang perubahan anggaran .
yang dilakukan eksekutif itu tidak per-
nah dikonsultasikan ke Badan Angga-
ran maupun komisi. Mungkin ada tapi
hanya perorang, itu pun sebe tulnya

" tidak boleh,” kata Mustar. TMuant











